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PENETAPAN
Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

iz 3 a3 3 all etas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah
menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang
diajukan oleh :

R. Rina Yulianti binti R. Manaf Muhtar, umur 54 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di Cluster The Anthea C 3
No. 02 BSD City RT. 003 RW. 010 Kelurahan
Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kelurahan
Lengkong Gudang, Serpong, Kota Tangerang
Selatan, Banten, sebagai "PEMOHON I";

.., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat
tinggal di ..., sebagai "PEMOHON II ;

Selanjutnya Pemohon | sampai dengan Pemohon .... disebut sebagai

para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di
persidangan ;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

tertanggal 08 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Tigaraksa Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Tgrs., telah mengemukakan
dalil-dalil sebagai berikut:

00000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00

0000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cg. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan
putusan sebagai berikut :
000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis
memberikan  penjelasan dan  nasehat sehubungan  dengan
permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para
Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon

telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang
diterbitkan oleh ..., nomor 3674066407660010,tanggal ..., bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari ..., Nomor ... Tanggal ..., bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi :
1. Keluarga Pemohon/Termohon
2. NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan .., tempat
tinggal di Cluster The Anthea C 3 No. 02 BSD City RT. 003 RW.
010 Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kelurahan Lengkong
Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten;, sesuai
identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah

sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

3. Keluarga Pemohon/Termohon

4. NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan .., tempat
tinggal di Cluster The Anthea C 3 No. 02 BSD City RT. 003 RW.
010 Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kelurahan Lengkong
Gudang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten;, sesuai
identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah

sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu
apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan
semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan
Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai
bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon
adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan a quo
adalah  permohonan penetapan ahli waris dari  almarhum
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................................. , yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam
karena sakit pada tanggal ................ untuk keperluan sebagaimana pada
dalil-dalil permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang
menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a).
perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g).
infag, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah “penentuan
Siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan
melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan
atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi
ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi
kode P.1 sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing
bernama : R. Rommy Suryana Manaf bin Manaf Mochtar dan Hendro
Sutarto bin Soemarno;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai
dengan P.16, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya,
dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan
pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdata, serta bukti-
bukti  tersebut, telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya,
sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13
tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara
formal dapat diterima ;
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Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon,
terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara
rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah
menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah
sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka
3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim
akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa brdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6,
berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta
bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan
terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para
Pemohon berkualitas sebagai legitima persona stand in judicio dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan

Akta Nikah atas nama ... (Pemohon 1)
dengan .........coceeeeeeeiiiiiiieenn. , oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa
Pemohon | dengan ...........ccoccivivvivinnennn, adalah sebagai suami istri yang

terikat dalam perkawinan yang sabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat

Kematian atas nama ............ccccccvvvveeennnnn. , dan bukti P.9, berupa fotokopi
Surat Kematian atas nama ...........cccccccevvviiinennn, , oOleh karenanya
dinyatakan terbukti bahwa .................ccooiiiiiiis , telah meninggal dunia
pada tanggal ................ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13,

berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ...................... , oleh
karenanya dinyatakan terbukti bahwa ............c.c.ee.. adalah anak
kandung dari pasangan suami istri/Pemohon | (.cccoocoiiiiiinnnnnee. )
dengan ..........cccuueee. ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Surat

Kematian atas nama .............cc...... , oleh karenanya dinyatakan terbukti
bahwa .................... (ayah kandung dari .......ccccceeenn... ), telah meninggal
dunia pada tanggal .................... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa fotokopi Surat

Kematian atas nama .............. , oleh karenanya dinyatakan terbukti
bahwa .............. (ibu kandung dari .................... ), telah meninggal dunia
pada tanggal .............. ;

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa fotokopi Akta dibawah
tangan yang menjelaskan ahli waris dari = e
adalah : ......cccooooiiiiiinnn. ) eerreee e , sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal,

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah
memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa .....cccooviiiiiiiiien, dengan .............. (Pemohon 1), adalah
pasangan suami istri ;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon | dengan ...........ccccccocvvivnnennnnn.
tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing,

bernama: .......cccoeevieeiiinnnnn. :

Islam karena sakit pada tanggal ................ ;
- Bahwa kedua orang tua dari ..........ccooeeenvvviiinnnnenn. telah meninggal
dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan
fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan
bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian
dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan
yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan
saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para
Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah
dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta
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hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa .....cccoooiiiiiiiiiiie, dengan ............. (Pemohon 1), adalah
pasangan suami istri yang menikah pada tanggal .............. ;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon | dengan ...........cccocooceieinnnne

tersebut, telah dikaruniai .. (........... ) orang anak masing-masing,
bernama : .......cccceevviinen. ;

- Bahwa .....ccccovvvveiiiiiiiiinn, telah meninggal dunia dalam keadaan
Islam karena sakit pada tanggal ................ ;

- Bahwa kedua orang tua dari .........cccccveeeeriininnnnnn. telah meninggal

dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris
almarhum ......ccooeviiiiiis menurut hukum Islam, terlebih dahulu
dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang
istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang
menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur
dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan
ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat
ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum
bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau
murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba
membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara
memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan
suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau
hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal
174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta
dipersidangan .........ccccccovviiiieenennnnns meninggal dunia karena sakit, bukan
karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis
Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris
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(ceverrmemerrre e ) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam
pada tanggal ................ ,adalah: (1), oo, bin ........... (Suami);
(7)) P binti .....coooevirien (Anak perempuan Kandung); (3). ...........
binti ... (Anak perempuan Kandung); (4). ...........
bin (Anak laki-laki  Kandung); (5). ...........
binti ..o (anak perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan dengan
amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar
biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk
membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

MENETAPKAN
Mengabulkan Permohonan pemohon ;
Menyatakan almarhumah Irwan Achmad Noer bin R.H.Sambas
Soemawinata telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2019;
Menetapkan Ahli Waris alm. Irwan Achmad Noer bin R.H.Sambas
Soemawinata adalah sebagai berikut :
1). Rina Yulianti Binti R. Manaf Muhtar sebagai istri;
2). Fibrina Fitrisya Noer binti Irvan Achmad Noer, sebagai anak prempuan
kandung;
3). Sabrina Juliana Noer binti Irwan Achmad Noer, sebagai anak
prempuan kandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.
135.000,00, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 18
Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah,
yang terdiri dari Drs. H. Saifullah, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta
Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.,
masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut
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diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta
dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dan

dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saifullah, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

. Pendaftaran :Rp 30.000,00

. ATK Perkara :Rp 75.000,00

. Panggilan :Rp 0,00

. PNBP Panggilan :Rp ,00

o Redaksi :Rp 10.000,00

i Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

“Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor: 174/Pdt.P/2021/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



